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BANTUAN KEUANGAN TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN 

PENYEBARAN DAN DAMPAK COVID-19 

 

I. PENDAHULUAN 

 Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh 

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian 

besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan 

dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang 

semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan 

masyarakat.1 Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute 

Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.2 

 Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan 

pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja 

negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan 

penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk 

kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian 

termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.3 

 Implikasi pandemi COVID- 19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem 

keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik 

sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem 

Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka 

menjaga stabilitas sektor keuangan.4 

 Akibat banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, Pemerintah segera 

mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan 

perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dengan menetapkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

                                                             
1Menimbang poin a, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 
2 Pasal 1 angka 5, Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
3 Menimbang poin b, Perpu Nomor 1 Tahun 2020. 
4 Menimbang poin c, Perpu Nomor 1 Tahun 2020. 
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Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada 

tanggal 31 Maret 2020.  

 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, telah memenuhi parameter sebagai 

kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tanggal 16 Mei 

2020, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau 

dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan mulai berlaku sejak 

tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Mei 2020.  

 Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, 

tepat, dan fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.5 Sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan langkah-langkah percepatan 

penanganan COVID-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada tanggal 14 Maret 2020 

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah 

Daerah.  

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah segera 

mencairkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) untuk menanggulangi wabah COVID-19 di wilayahnya.6 Direktur 

Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Safrizal ZA, 

menyampaikan hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ 

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah.7 Surat 

tersebut merupakan pedoman dalam pembentukan Gugus Tugas, agar terdapat kesamaan 

manajemen pengorganisasian dan kesamaan gerak langkah pemerintah daerah dalam 

penanganan COVID-19 sehingga lebih terkoordinir dengan Gugus Pusat.8 

                                                             
5 Menimbang huruf d, Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
6https://m.liputan6.com/news/read/4215778/kemendagri-minta-pemda-alirkan-dana-tak-terduga-apbd-
untuk-tangani-covid-19, diakses pada tanggal 28 April 2020. 
7 Ibid. 
8https://www.jp-news.id/v/10911/pemda-harus-tetapkan-status-bencana-baru-bisa-mencairkan-anggaran-
belanja-tak-terduga-pada-apbd, diakses pada tanggal 28 April 2020. 

https://m.liputan6.com/news/read/4215778/kemendagri-minta-pemda-alirkan-dana-tak-terduga-apbd-untuk-tangani-covid-19
https://m.liputan6.com/news/read/4215778/kemendagri-minta-pemda-alirkan-dana-tak-terduga-apbd-untuk-tangani-covid-19
https://www.jp-news.id/v/10911/pemda-harus-tetapkan-status-bencana-baru-bisa-mencairkan-anggaran-belanja-tak-terduga-pada-apbd
https://www.jp-news.id/v/10911/pemda-harus-tetapkan-status-bencana-baru-bisa-mencairkan-anggaran-belanja-tak-terduga-pada-apbd
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 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menambah anggaran pencegahan dan 

penyebaran Virus Corona atau COVID-19 dari Rp25 miliar menjadi Rp200 miliar. 

Anggaran direalisasikan untuk penanganan Corona, isu kesehatan, dampak sosial dan 

ekonomi yang akan ditempatkan pada anggaran tak terduga.9 Nasrul Abit meminta, 

seluruh OPD untuk melakukan recofusing kegiatan dan melakukan realokasi anggaran 

dalam rangka menangani isu sosial dan ekonomi dampak dari penyebaran COVID-19.10 

Oleh karena itu, Nasrul Abit berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota juga melakukan 

perubahan di APBD masing-masing terhadap upaya penanganan COVID-19 dan dampak 

sosial terhadap masyarakat.11 

 Belum tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Provinsi Sumbar menjadi 

persoalan yang kini dihadapi pemerintah provinsi setempat.12 Meski begitu, Wakil 

Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit mengemukakan, persoalan tersebut terjadi karena 

pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya belum mengirimkan data penerima BLT.13 

“ingat,  provinsi minta nama dan alamat penerima lengkap, data tersebut juga sebagai 

administrasi pertanggungjawaban keuangan provinsi untuk BLT sebesar Rp215,946 

miliar,” terangnya.14 

  

II. PERMASALAHAN 

 Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, hal-hal yang akan dibahas dalam tulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19? 

2. Bagaimana tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja 

tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19? 

 

III. PEMBAHASAN 

1. Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 

Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 

                                                             
9https://www.harianhaluan.com/news/detail/90744/sumbar-tambah-dana-penanganan-corona-jadi-rp200-
miliar, diakses pada tanggal 28 April 2020.   
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/04/27/170653/pemprov-sumbar-bingung-mau 
-salurkan-blt-wagub-data-dari-daerah-belum-ada, diakses pada tanggal 28 April 2020. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 

https://www.harianhaluan.com/news/detail/90744/sumbar-tambah-dana-penanganan-corona-jadi-rp200-miliar
https://www.harianhaluan.com/news/detail/90744/sumbar-tambah-dana-penanganan-corona-jadi-rp200-miliar
https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/04/27/170653/pemprov-sumbar-bingung-mau%20-salurkan-blt-wagub-data-dari-daerah-belum-ada
https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/04/27/170653/pemprov-sumbar-bingung-mau%20-salurkan-blt-wagub-data-dari-daerah-belum-ada
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 Pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19.15 Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan 

memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19.16 Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, 

Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah 

berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.17  

 Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di 

daerah. Disamping itu, Gubernur jg menjadi anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas 

COVID-19 Tingkat Nasional.18 

 Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, 

Gubernur dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut:19 

a. Antisipasi dan penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan 

arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

b. Penyusutan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, berpedoman pada lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Mendagri No. 440/2622/SJ 

tanggal 29 Maret 2020. 

c. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 Daerah dibebankan pada APBD. 

   

 Pemerintah daerah dapat menetapkan status kendaraan darurat siaga bencana 

COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat Provinsi 

dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:20 

                                                             
15 Pasal 2 ayat (1), Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
16Pasal 3 ayat (2), Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
17 Pasal 3 ayat (1), Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 
18 Poin 1 SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 Daerah.  
19 Poin 2 SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 Daerah. 
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a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus 

didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-

19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi. 

b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-

19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana COVID-19. 

 

 Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan COVID-19, 

Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah 

harus melakukan:21 

a. Analisa yang matang, mendalam, dan bedasarkan evidence-based untuk 

memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di 

masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan 

kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat 

sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

b. Menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan 

yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai 

rujukan penderita COVID-19, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun di 

fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas 

Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan 

dan penanganan COVID-19. 

c. Melaksanakan recofusing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya 

pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabag COVID-19 di daerah 

sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, 

Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalanr Rangka Percepatan 

Penanganan (COVID-l9) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2O2O 

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka 

Penanganan COVID-19.  

d. Melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (social distancing) dan karantina 

mandiri (self-quarantine) yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah, 

                                                                                                                                                                                             
20 Poin 3 SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 Daerah. 
21 Poin 4 SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 Daerah. 



6 
 

masyarakat, dan dunia usaha dengan memperhatikan protokol-protokol terkait 

penanganan COVID- 19. 

e. Dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat 

dengan penghasilan rendah maka daerah dapat memberikan bantuan sosial. 

f. Melibatkan asosiasi profesi, tenaga professional yang bekerja di lapangan, pelaku 

usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di level 

terbawah.  

g. Konsultasi dan melaporkan perkernbangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan 

dampak penularan COVID-l9 secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-l9. 

 

2. Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja 

Tidak Terduga untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan 

Dampak Penularan COVID-19. 

 Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD 

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.22  

 Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, menggunakan:23 

a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta 

pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau  

b. memanfaatkan kas yang tersedia.  

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan diformulasikan terlebih dahulu 

dalam Perubahan DPA SKPD.24  

  Keadaan darurat meliputi:25 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;  

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

 Keperluan mendesak meliputi:26 

                                                             
22 Pasal 68 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
23 Pasal 68 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
24 Pasal 68 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
25 Pasal 69 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
26 Pasal 69 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat 

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang 

APBD tahun berkenaan.27 Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum 

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar 

biasa.28 Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau 

kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.29 Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih 

dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.30 

 Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak 

terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan 

COVID-19 dilakukan dengan tahapan:31 

a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-29, mengajukan Rencana Kebutuhan 

Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, 

paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku 

bendahara umum daerah; 

b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan 

belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsioanl 

terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling 

lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja; 

                                                             
27 Pasal 69 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
28 Pasal 69 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
29 Pasal 69 ayat (5), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
30 Pasal 69 ayat (6), Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
31 Pasal 5 ayat (1), Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah. 
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c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan 

dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara 

pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19. 

e. Penggunaan dana dicatat pada tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada 

perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan 

dampak penularan COVID-19; 

f. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan 

keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 

yang dikelolanya; dan 

g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara 

fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-

19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti 

pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.  

 

IV. KESIMPULAN 

 

Pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19. Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan 

memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah 

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan 

pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19.  

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga 

untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 

dilakukan dengan tahapan: 

1. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-29, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja 
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untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 

(satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah; 

2. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan 

belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsioanl terkait 

dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) 

hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja; 

3. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan 

dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara 

pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19. 

5. Penggunaan dana dicatat pada tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat 

daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19; 

6. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan 

penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan 

keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 

yang dikelolanya; dan 

7. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak 

penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara 

fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, 

kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran 

yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.  
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DAFTAR PUSTAKA 

Perundang-Undangan 

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. 

 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi 

ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan. 

 Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. 

 

Internet 

 https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/04/27/170653/pemprov-

sumbar-bingung-mau-salurkan-blt-wagub-data-dari-daerah-belum-ada, diakses pada 

tanggal 28 April 2020. 

 https://m.liputan6.com/news/read/4215778/kemendagri-minta-pemda-alirkan-dana-
tak-terduga-apbd-untuk-tangani-covid-19, diakses pada tanggal 28 April 2020. 

 https://www.jp-news.id/v/10911/pemda-harus-tetapkan-status-bencana-baru-bisa-
mencairkan-anggaran-belanja-tak-terduga-pada-apbd, diakses pada tanggal 28 April 
2020. 

 https://www.harianhaluan.com/news/detail/90744/sumbar-tambah-dana-penanganan-

corona-jadi-rp200-miliar, diakses pada tanggal 28 April 2020. 

 

Penulis 

Rica Lestari (Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, 2020) 

 

Disclaimer 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat 

instansi. 
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